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LEGISLASI

DPR Klaim Partisipasi Bermakna Sudah Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS — Budan Le-
gislasi PR menyatakan, proses
partisipasl bermakng telah di-
alur dalam - Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
lembentulan Peraturan Per-
undang-undangan. Radan Le-
gislasi DPR juga mengklaim,
partisipasi bermakna selany ini
telah dijalankan, sehagaimana
dirckomendisikan — Asosiasi
Pengajar Hukum Tata Nega-
ra-Hukum Administrasi Negara
(APHTN-HAN), Moski demiki-
an, masikan dari jrara pengajar
hubum dinikai sangat konstruk-
bif untuk memperhaiki proses
legislasi ke depan.

Wikl Ketug Badan Logiskasi
(Baleg) DPR Sturman Panjaitan
mengatakan,  prinsip-prinsip
mengenai partisipasi bermakna
(meaningful purticipation) su-
dah diatur dalam UU No
[32022  tenkang Perubahan
Kedua atas UU No 12/2010 fen-
lang Pembentukan Peraturn
Perundang-ondangan. 1a pun
mengklaim, seliap pembuatin
rncangan — undang-uncang

(RUL), perubahan atau revisi
undang-undang. sejauh ini te-
lah melalui proses tersebut,

"Sudih ada aturannya dan
proses neaningfil participation
public juga sudah terus dila-
kukan," ujar Sturman, Kamis
(11/12/2023).

Schelumnya, dakim Konfe-
rensi Nasional APHTN-IAN
IV di Lubuan Bajo, Manggarl
Barat, Nusa Tenggra Timur,
pada 5-8 Desember 2025, aso-
siasi menyorot perfunya pe-
nguatan partisipast publik da-
lam  pembualan undang-un-
tlang, khususnys hagi kelompok
rentan atau marjinal. Regulasi
mengenai partisipast bermikna
ini dinifai magih tersebar se-
hinggaada urgensi unluk mem-
buat pedoman yang lehih jelas
mengenal pelaksanaan partisi-
past bermakna dalam pemben-
fukan undang-undang

Menurut Sturman, meski te-
luh digtur dakim aturan per-
undang-umdangan, rekomenda-
si APHTN-HAN menjadi ma-
sukan yang sangat konstukt,

Hekomendasi lersebut sekali-
dusmenjadi pengingat hagi para
anggota DPR ketika ke depan
membihas RUL

"Ini memjadi muasukan yang
membangun unluk proses-pro-
sos legislasi ke depan menjadi
lebih baik” eapnya.

Rapat dengar pendapat

Ketun Badon Legislasi (Ba-
leg) DPR Hab Hasan menyat-
but batk masukandari para
pengjar hukum tata negara, Ta
Pahkan™ akan mengundang
APHTN-HAN untuk rapat de-
ngar-pendapat (RDP) dengan
Laleg DPR selepas masa reses
i 19 Januari 2025,

"Nanti kami zkan RDP. kan,
tentang partisipasi bermakny,”
eIy,

Salah satu anggota tim peru-
mus rekomendasi Konforensi
Nasional  APHTN-HAN, (e
Madrl, mengapresiasi respons
yang disampaikun oleh Ketua
Baleg PR yang hendak men-
bahas secara khusus tentang
persoalan partisipasi hermakna

dalam rapat pada Januari men-
datang, APHTN-HAN siap ha-
dir untuk menyampaikan bu-
bir-hutir pemikiran vang diba-
silkan oleh para akademisi di
bidlang ini

I2 melihat sikap Haleg DPR
tersebul menunjukkan bahwa
mercka terhuka terhadap ma-
sukan-masukan segara akade-
mik unluk memperkual par-
tisipasi publik dalam pembu-
atan - undung-undang - secara
hermakna, Sant ini, mode] yang
digunakan  dalam - memaknai
amanat Mahkamah Konstitusi
(MK} tentang partisipasi er-
makna masih beragam dengan
Duanyak varizs.

“Ini Juga menjadi kesem-
patan: untuk melihat kembali
hagamana. pelaksanaan par
sipasi yang bermakna ke depan
tidak hanya sesual pesan kon-
stitusional MK, teapi juga kami
senpat belajar dart standar in-
lernasiona] mengenai hal ini
Mudah-mudahan respans ter-
buka Baley DPR tersebut dapal
kemudian memperkuat meka-

nisme pelaksanaan partisipasi
publik vang hermakna," ata
Oce yang juga Kepala Badan
Pengembangan Sumber Dava
Manusia APHTN-HAN.

Seluin menyampiikan ke Ba-
leg DPR, APHTN-HAN juga
akan menyampaikan rekomen-
dlasi vany dihasillean konferensi
nasional selama tiga hari di La-
bugn Bajo tersebul kepada pi-
hak-piliak terkait, Misalnya, re-
komendasi terkail penataan pe-
mile dn pilkads akan i
sampaikan ke Komisi 11 DPR
vang mendapatkan amanat un-
fuk membahas revisi UL Pe-
milu,

"Dalam konferens! llu, Ke-
fua Komisi 11 DPR juga sudah
menyampatkan - kesediaannya
menerima mastkan-masukan
Kami” ujarnya

Sementara itu, rekomendasi
ferkait dengan pengadilin, khu-
susiya pengelolsan Pengadilan
Pujak dlan Pengadilan Tata Usy-
ha Negara, akan disampaikan ke
Mahkamsh Agung serta Ke-
menterian Hukum, (BOW)
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